
BAB V 

            PENUTUP 

5.1. Kesimpulan   

Dari hasil Penelitian yang telah Peneliti lakukan, penerapan transparansi pada CU Tirtadana 

belum maksimal. ada 5 indiator transparansi yang digunakan pada CU Tirtadana dari 5 indicator 

tersebut ada 2 indicator yang tidak terlaksana yaitu: 

1. Kerahasiaan organisasi  

2. Penyampaian kebijakan  

Indikator penyampaian kebijakan untuk pemberian Kredit. Di dalam Anggaran Dasar 

yang berhak mengajukan pinjaman harus yang sudah bergabung menjadi anggota selama 3 

bulan dan minimal sudah memiliki saham sebesar Rp.500.000. sementara menurut data ada 

10 anggota yang melanggar kebijakan CU Tirtadana. Jadi penilaian terhadap CU Tirtadana 

kurang dalam penerapan transparan.  

  Dari 2 indikator yang tidak terlaksana diharapakan CU Tirtadana   mampu 

mengevaluasi prinsip transparansi dengan baik. Dalam mempertahankan dan meningkatkan 

prestasi yang telah dicapai oleh CU Tirtadana. pihak  CU mengevaluasi penerapan transparansi 

secara baik dan semaksimal mungkin, sehingga diperiode selanjutnya penerapan transparansi 

bisah terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin agar dapat  meningkatkan kualitas 

dimasyarakat baik dari aspek operasional maupun aspek keuangannya. 

 

 



5.2. Saran  

Agar pelaksanaan operasional CU Tirtadana berjalan dengan lancar maka penerapan transparansi 

sangat diperlukan. Adapun saran untuk CU Tirtadana diantaranya:  

1. CU Tirtadana harus menerapkan Transparansi secara maksimal terkait dengan 

kerahasian organisasi yaitu data anggota. Data anggota perlu di jaga agar tidak 

disalah gunakan oleh orang  yang tidak bertanggungjawab. 

2. Pada CU Tirtadana perlu menerapkan indikator penyampaian kebijakan untuk 

pemberian Kredit. yang berhak mengajukan pinjaman harus yang sudah bergabung 

menjadi anggota selama 3 bulan dan minimal sudah memiliki saham sebesar 

Rp.500.000.  

Kebijakan dan peraturan harus terlaksana dengan baik, karena semua kebijakan yang 

ada akan mempengaruhi operasional CU, sehingga akan lebih baik jika kebijakan 

tersebut ditaati bersama baik itu anggota maupun pemangku kepentingan lainnya.  
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